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PENETAPAN
Nomor 207/Pdt. P/2016/PA Sgm

2 W »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili
perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut, yang diajukan oleh :
M. B*** Bin B*** umur 44 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani,
pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal
di XXX Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor
207/Pdt.P/2016/PA Sgm, tanggal 25 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari M. Ilham Syafawi bin
M. Basir, umur 18 tahun (lahirtanggal 02 April 1998) sebagaimanayang
diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2324/IST/CS/2013, agama
Islam, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa;

2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama M. [**** S*** Bjn
M. B*** tersebut sudah lama berkenalan dengan seorang perempuan
yang bernama S**** Binti B**** berumur 18 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut telah
menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan sudah dilakukan
pelamaran yang kini telah tersebar luas ke masyarakat sekitar;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkannya dengan S***** Binti B****

tersebut namun oleh karena M. [Frkx Skkk bin
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M. B*** belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun)
dan PPN Kecamatan setempat menolak menikahkan anak kandung
Pemohon dengan perempuan bernama S***** Binti B****, oleh karena
itu maka Pemohon memohon untuk diberikan izin atau dispensasi nikah
kepada M. [**** S**+* hin M. B** untuk bisa dinikahkan dengan S*****
Binti B****;

5. Bahwa antara M. [**** S**** hin M, B*** dengan S**** Binti B**** tidak
ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk
menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat
setempat;

6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut masih berstatus jejaka dan
tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian
pula S*** Binti B*** masih berstatus perawan dan tidak terikat
perkawinan dengan lelaki lain;

7. Bahwakeluarga M. [**+* S****% hin M. B*** dengan keluarga perempuan
tersebut telah sama-sama setuju atas rencana pernikahan M. [****
S*rx hin M. B*** dengan S**** Binti B****;

8. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu untuk menikahkan
anak kandung pemohon tersebut, akan tetapi PPN/KUA setempat belum
dapat menikahkan mereka sebelum ada penetapan dari Pengadilan
Agama Sunguminasaterkait dengan Dispensasi Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon

kehadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim

Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan

sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon
yang bernama M. [**** S***** bhin M, B** untuk menikah dengan
perempuan yang bernama S***** Binti B****,

3. Membebankan biaya perkara menuruthukum.

Subsider :
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jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,Pemohon datang
menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon
mempertimbangkan kembali niatnya dan tidak menikahkan anak kandungnya
karena masih berumur 18 tahun 6 bulan (berusia di bawah 19 tahun), akan
tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya
dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon.

Bahwa anak kandung Pemohon bernama M. [**** S*xxx [hin M. B***
telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya
membenarkan apa yang didalilkan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya (Sawiyah
binti Japring), Nomor 250/29/IV/1996, tanggal 23 Juli 1996, bukti tersebut
setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai
cukup, selanjutnya diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga adalah (Pemohon)
Nomor 7306101305070220, tanggal 14 Juli 2009 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti
tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. [¥** S***  Nomor
2324/IST/CS/2013, tanggal 2 April 1998, bukti tersebut setelah dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi
kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan
2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. J¥** Bin B**** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
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- Bahwayang saksi ketahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas
anak kandungnya yang bernama M. [¥*** S*xxxex bin M, B*** karena anak
tersebut masih di bawah umur yaitu 18 tahun 6 bulan.

- Bahwa yang saksi ketahui calon istri anak Pemohon bernama S**+**
Binti B**** dan telah berumur 18 tahun.

- Bahwa anak Pemohon (M. [*** S*xx [hin M. B***) dengan S**** Binti
B**** telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran intim).

- Bahwa Pemohon bersama keluarga telah datang melamar S**** Binti
B**** ke rumah orang tuanya dan orang tua kedua belah pihak sama-
sama setuju untuk segera menikahkan mereka berdua.

- Bahwa pernikahan anak Pemohon (M. [¥** S¥xkkk hin M. B**¥)
mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut
sering pergi berdu-duaan dan sangat susah untuk dipisahkan dengan
calon istrinya (S***** Binti B****),

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya menurut saksi telah siap
membina rumah tangga dan mampu bertanggung jawab.

- Bahwa antaraanak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan
nasab atau hubungan sesusuan.

2. A¥FRE gk Bin AR TR di pawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.

- Bahwayang saksi ketahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas
anak kandungnya yang bernama M. [¥*** S*** hin M, B*** karena anak
tersebut masih di bawah umuryaitu 18 tahun 6 bulan.

- Bahwa yang saksi ketahui calon istri anak Pemohon bernama S*****
Binti B**** dan telah berumur 18 tahun.

- Bahwa anak Pemohon (M. [**** S**** hin M. B***) dengan S***** Binti
B**** telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran intim).

- Bahwa Pemohon bersama keluarga telah datang melamar S**** Binti
B*** ke rumah orang tuanya dan orang tua kedua belah pihak sama-
sama setuju untuk segera menikahkan mereka berdua.

- Bahwa pernikahan anak Pemohon (M. [** S¥eex [hin M, B***)

mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut
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sering pergi berdu-duaan dan sangat susah untuk dipisahkan dengan
calon istrinya (S***** Binti B****),

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya menurut saksi telah siap
membina rumah tangga dan mampu bertanggung jawab.

- Bahwa antaraanak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan
nasab atau hubungan sesusuan.

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan saksi-
saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil
permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam
perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimanayang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon
termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama,
oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar
diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama
M. [rxxx Srxxxk fhin M, B*** yang masih berumur 18 tahun 6 bulan untuk
menikah dengan perempuan bernama S**** Binti B****,

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama M. [¥*** S**** hin M,
B*** telah hadir di persidangan dan telah didengar keterangannyayang pada
pokoknya mempertegas dan membenarkan semua dalil permohonan
Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3, bukti tersebut
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,

terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil
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sebagai bukti dipengadilan (vide Pasal 2 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor
13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai),
oleh sebab itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan
lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Sawiyah binti Japring
sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu
Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. B** (Pemohon) sebagai akta
autentik, menerangkan Pemohon tinggal dan menetap di Kecamatan
Tombolopao, Kabupaten Gowa, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gowa yang berada dalam
wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh sebab itu Pengadilan
Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta
Kelahiran atas nama anak Pemohon (M. [¥*** S*++xx) taelah terbukti bahwa
anak Pemohon umurnya masih di bawah umur 19 tahun yaitu 18 tahun
6 bulan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu J***** Bin B**** dan A**** J*** Bin
A** Treeex - kedua saksi Pemohon telah cakap secara hukum dan
keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga
secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat
sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., jo. Pasal 1911
KUHPerdata, oleh sebab itu saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai
alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi

Pemohon saling bersesuaian, pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama M. [**** S***** hin
M. B*** akan tetapi anaknya tersebutmasih berumur 18 tahun 6 bulan.

- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama S***** Binti
Btk

- Bahwa antara anak Pemohon (M. [¥** S*** hin M. B***) dengan
perempuan bernama S***** Binti B**** telah menjalin hubungan (berpacaran
intim) dan sangatsulituntuk dipisahkan.

- Bahwa antara anak Pemohon (M. [¥*** S*&** hin M. B***) dan perempuan
bernama S**** Binti B**** hubungannya sudah sangat serius dan sering
pergi berdua-duaan sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan.

- Bahwa Pemohon bersama keluarga sudah mengadakan pelamaran dan
orang tua kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan mereka berdua.

- Bahwa antara anak Pemohon (M. [¥** S*x+xx hin M. B***) dan perempuan
bernama S***** Binti B*** tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan
sesusuan.

- Bahwa anak Pemohon (M. [¥** S*** hin M. B***) telah siap menjadi
suami/kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya (S**** Binti B****)
juga telah siap pula menjadiistri/ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon
tersebut baik bukti P.1, P.2, dan P.3, maupun keterangan saksi-saksi (J*****
Bin B**** dan AXk** Jex Bin Axkk Treed) - Majelis Hakim menemukan fakta
hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan.

- Bahwa pernikahan anak Pemohon (M. [¥** S*x hin M, B***) mendesak
untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan perempuan bernama
S*** Binti B**** hubunganya sudah sangat dekat (berpacaran intim) dan
keduanya sering pergi berduaan sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan.

- Bahwa antara anak Pemohon (M. [*¥*** S***** hin M. B***) dan calon istrinya
(S**+ Binti B***) tidak terikat dalam hubungan nasab, semenda atau

hubungan sesusuan.
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- Bahwa baik anak Pemohon (M. [**** S**** hin M, B***) maupun calon
istrinya (S**** Binti B****) sama-sama telah siap membina rumah tangga
dan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim
menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa hubungan
antara anak Pemohon (M. [¥*** S*¥** hin M. B***) dengan perempuan
bernama S**** Binti B**** sudah terjalin sedemikian erat dan bila tidak
segera dinikahkan dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang
dilarang oleh syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan
karena dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang
oleh syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sementara mereka
berdua sudah sangat ingin membina rumah tangga oleh sebab itu rencana
pernikahan ini bukan merupakan keinginan Pemohon semata atau tidak ada
indikasi pemaksaan kehendak oleh Pemohon terhadap anaknya, hal ini telah
sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu antara anak Pemohon (M. [*¥** Sk
bin M. B***) dengan calon istrinya (S**** Binti B****) tidak terdapat halangan
untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau
sesusuan dan atau halangan perkawinan lainnya sebagaimana maksud Pasal
8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal
44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat ( 1 ) huruf ( ¢ ) dan ayat ( 2 )
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia
anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif bertujuan untuk pada
menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua,
sedangkan keputusan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya (M. [****
S+ hin M. B***) didorong karena adanya fakta (feitelijke grounden) bahwa
anak Pemohon (M. [¥** S*xx hin M. B***) telah menjalin hubungan yang

sangat serius dengan perempuan bernama S**** Binti B*** dan
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dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang syariat Islam dan
perundang-undangan, sehingga tidak terbukti kemungkinan adanya
eksploitasi terhadap anak Pemohon (M. [¥** S¥xx hin M. B***) oleh
Pemohon.

Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak Pemohon (M. [****
S*rx hin M. B***) dengan calon istrinya (S**** Binti B****) menunjukkan
kesiapan keduanya, baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga
menunjukkan urgensi pernikahan tersebut untuk segera dilaksanakan, yang
bila ditunda justru berpotensi mengganggu hubungan silaturahim antara dua
keluarga bahkan dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih
besar bagi anak Pemohon (M. [*** S¥** hin M. B***) dan calon istrinya
(S***** Binti B***), terhadap hal itu Majelis Hakim perlu mengemukakan

pendapatulamafigh, yang berbunyi :
mllaall (als e anda audaall 0

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan bila permohonan
Pemohon dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk
menikahkan anaknya (M. [¥** S** hin M. B**) dengan seorang
perempuan bernama S***** Binti B****,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor
50 Tahun 2009 dan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (M.
[rrx Sxkx hin M. B***) dengan seorang perempuan yang bernama S*****
Binti B****,

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum’at, tanggal 28 Oktober 2016
Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami
Ahmad Jamil, S.Ag., Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan
Uten Tahir, S.HI.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Jasrawati,

sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon | dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.
Hakim Anggota I, Hakim Anggotal ll,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. Uten Tahir, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati.

Perincian biaya perkara:
1. Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Biaya ATK Rp  50.000,00
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3. Panggilan Rp 500.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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